QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUS! RUMAH POTONG HEWAN

BISHILLAHIRRAHMANIRRAHIM

=

= . W DENGANRAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

SRR Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 180
o . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 teniang

. Pemerintahan Aceh dan menindaklanjuti Pasal

- : 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28

de Tahun 2009 tentang Pajak Daerah - dan.

Retribusi Daerah  seria dalam upaya
peningkatan -Pendapatan Asli Daerah (PAD),
khususnya disektor Pajak dan Retribusi
Daerah, dipandang perlu pembentukan Qanun
E . . Kabupaten Pidie Jaya tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan; _
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud

Qanun,

i

oy .
A A N
B Lot L

ERNPRENERL | S TE s AL

_* pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu.

T E

EEE) ~
g e;i-nqyéwgﬁs?:ﬁ'ﬁ} PR PRt 5
T .

ad

RCEL el !
i
=Y




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1874 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor-8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 3208),

3. Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesig Tahun 2004 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4380),

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1899 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi
Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan ‘Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3893); :

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun
2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungdawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones:a Nomor 4441);

. Undang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); .
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan - Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 4623);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi
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Nanggroe Aceh Darussalam {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Repuplik
indonesia Nomor 4683);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor
4725),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan

" Negara/Daerah (Lembaran Negafa Republik

7.

Indonesia Tzhun 2007 Nomor 83, Tambgahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tenfang Tata
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanggroe- Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe ' Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

. BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Pidie Jaya.

3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang

3etanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie
aya.

5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang

3elanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie
aya,

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas'

tertentu dibidang retribusi Daerah sesual
ger;gﬁn Peraturan Perundang-undangan yang
erlaku.

7. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut

retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten

berupa usaha dan  pelayanan yang
menyebabkan  barang, fasilitas ‘atau
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kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang dan/atau badan.

§. Badan adalah suaty bentuk Badan usaha yang
meliputi  perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan bsahg
Milik Negara atay Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atay j
Organisasi  yang sejenis, Lembaga, bentuk
Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,

10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa
yang disediakan oleh pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip  komersia}
karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta, .

11. Retribusi  Rumah Potong Hewan yang
selanjutnya dapat disebyt retribusi adalsh
pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas
fumah pematongan hewan ternak termasuk
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipotong dan sesudah, baik yang dikelola olgh
Pemerintah Kabupaten atau
Swasta/perorangan,

12. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan
pada hewan yang antara lain disebabkan cacat
genetik, proses denegeratif gangguan
metabolisme, trauma, keracunan, inferisasi
parasit dan infeksi mikro organisme fotogen

Seperti virus, bakteri, cendawan dan richetsia.

) 13. Obat hewan adalah sediaan yang dapat

; digunakan untuk mengobati hewan

' membebaskan gejala atau memodifikasi proses

; Kimia dalam tubyh yang meliputi sediaan

,‘ ' blio!ogi, farmakoseutika, premik, dan sediaan
alam,

14. Hewan adalah binatang atau satwa yang
seluruh atau sebagian siklys hidupnya berada
di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara
Maupun yang di habitatnya,

15. Unggas adalah ayam, itik, angsa dan kalkun,
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17.

20.

Vaksin hewan adalah segala macam jenis
vaksin yang digunakan sebagai tindakan
Preventif. -

Retribusi pemeriksaan dan vaksinasi adalah
pembayaran atas jasa -pemeriksaan dan
fasilitas vaksin - yang disediakan oleh
pemerintah kabupaten.

. Tempat Usaha adalah tempat melakukan

usaha yang dijalankan secara teratur dalam
suatu bidang usaha terteniu dengan maksud
mencari keuntungan.

. I1zin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan

untuk membuka dan/atau menggunakan tempat
atau ruangan tempat usaha perdagangan dan
jasa.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi.

. Masa Retribusi adalah suatu jangka wakiu

tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas
Rumah Pemotongan Hewan ternak.

. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah

vang selanjuinya dapat disingkat SPdORD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan
Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan  perundang-undangan  Retribusi
Daerah. '

. Surat Kefetapan Refribusi Daerah yang

selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat
keputusan yang menentukan besarmnya jumlah
retribusi yang terutang.




24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan
yang menentukan tambahan atas jumiah

retribusi yang teiah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebii besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB vyang digjukan oleh Wajib
Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenunan kewajiban
retibusi Daerah berdasarkan  peraturan’
perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukii yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
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BAB i

' NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2 .
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan
pemeriksaan/vaksinasi hewan termak dan unggas
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan
pemeriksaan daging yang dibawa untuk atau keluar
daerah serta jasa pemeriksaan/vaksinasi hewan yang
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau
Swasta/Perorangan termasuk pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dan sesudah dipotong, - -

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas
rumah potong hewan dan pemeriksaan/vaksinasi
hewan meliputi:

a. penyewaan kandang (karantina);

b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong; .

¢. Pemeriksaan daging dari luar daerahfimpor
oleh petugas yang benwenang;

d. Pemakaian tempat pemotongan ;

e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah
potong. '

f. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan
unggas oleh dokter hewan yang berwenang;

_g. Biaya vaksinasi.

(2) Dikecuatikan dari objek retribusi adalah pelayanan
penyediaan fasilitas yang disediakan, dimiliki dan
/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak
swasta.

190




e b

Subyek Retrbusi adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan
milik Pemerintah Kabupaten.

BAB 1l
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
pelayanan serta jumlah ternak yang akan dtpotong
‘dan pemeriksaan/vaksinasi hewan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinslp dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar,
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STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan dan jenis ternak.
(2) Besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1)

U

i
1 Jenis Pelayanan Jenis ternak Tarlf
Pemeriksaan Sapifkerbau ~ Rp. 20.000/ekor
Kesehatan Hewan | kambing/domba Rp. 5.000/ekor
sebelum dipotong ~ Unggas Rp. 500/ekor .
Pemakaian tempat Sapi/kerbau Rp. 40.000/ekor ;
pemotongan kambing/domba Rp. 10.000/ekor !
Pemotongan Sapi/kerbau Rp. 30.000/ekor
diternpat umum kambing/domba Rp. 5.000/ekor

ditetapkan sebagai berikut :

(3) Radius pemotongan Hewan di tempat umum
berjarak paling kurang 5 km dari Rumah ‘
Potongan Hewan baik di Kabupaten maupun di
tiap-tiap kecamatan. : :

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati. '

(5) Segala penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetor ke Kas Bendaharawan
Umum Daerah (BUD), melalui Bendaharawan
Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pidie Jaya.

(6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus disetor ke kas daerah paling lama 1x24
jam.
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: ’ BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN

_ Pasal 9
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat
penyediaan pelayanan fasilitas rumah potong hewan ,
dan di tempat-tempat umum pemotongan. !

BAB Vil
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 10
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ;
-(satu) kali potong. -

Pasal 11 '
Retribusi terutang tefjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. : '
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i
harys diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ; |
ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.
(3) Bentuk, isi- serta tata cara pengisian dan
. penyampaian SPAdORD sebagaimana dimaksud
[ pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

e o m e
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BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

A Pasal 13

(1) Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan Retribusi
Terhutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Apabita  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah Retribusi yang terhutang.

_ maka dikeluarkan SKRDKBT. _ .

(3) Bentuk, -isi dan tata cara penerbitan SKRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xi
TATA CARA PEMUNGUTAN

: Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi-dipungut dengan menggunakan SKRD
dan SKRDKBT.

BAB Xii
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

. (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus

dilunasi sekaligus. _

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15
(ima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD,
SKRDKBT dan STRD.
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(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat
" pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan
Bupati. ‘

BAB . Xlil _
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16 '

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran. -

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi
terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana difnaksud pada ayat -

(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.-

: BAB Xiv
SANKSI ADMINISTRASH

Pasal 17
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB. '

(2) Keberatan diajukan secara tertulis  dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Daiam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan
atas ketetapan Reftribusi, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
Retribusi tersebut. - :

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD,
SKRDKBT dan SKRDLB- diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertenfv  dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat-

(3) tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga

tidak dipertimbangkan.Pengajuan keberatan tidak .

menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
digjukan. ' '

(2) Keputusan Bupati dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besamya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah iewat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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. | "BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2¢ :

(1) Atas kelebihan pembayaran refribusi, wajib
retribusi  dapat mengajukan  permochonan
pengembalian kepada Bupati,

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan -sejak diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebthan retribusi dianggap-
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila waijib retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya  kelebihan  pembayaran  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi teflebih dahulu
utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB,

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran -
retribusi dilakukan setelah lewat jangka wakiu 2
(dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21
{1) Permohonan pengembalian - kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara terfulis
kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :
a.nama dan alamat wajib retribusi;
b.masa Retribusi:
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c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melajui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti
pengiriman pos ftercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Keleblhan Retribusi, _ : .

{2) Apabila  kelebihan pembayaran  Retribusi
diperhitungkan dengan “utang "Retribusi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)
pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVH
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
. PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan  pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara
lain, lembaga sosial dan pengangguran, kegiatan
sosial, bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

|
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BAB XVIi
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
refribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabita :
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajlb
Retribusi  baik langsung maupun tidak
langsung. '

BAB XIX
PENYIDIKAN -

Pasat 25
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dlhngkungan

Pemerintahan Daerah diberikan wewenang

khusus sebagal penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana  Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

.a.menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Reklame agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

|
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. laporan berkenaan dengan ftindak pidana
dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau
faporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari dan  mengumpuikan
keterangan menganai crang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi

daerah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadi atau badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

. memeriksa. buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen ‘lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukli, pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan buldi tersebut;

. meminia bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen

yang dibawa secbagaimana dimaksud pada
huruf e;

i.. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak Pidana Retribusi Daerah;

j. memanggil ofang untuk didengar
.keterangannya dan diperikksa  sebagai

tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan; dan

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang -dapat

dipertanggungjawabkan,

[ ey — m—
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‘Keputusan Bupati,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimufainya penyidikan dan-
penyampaian hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 {entang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasai 26
(1) Wajib Retribusi’ yang tidak = melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah retribusi terutang.
(2} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka | segala ketentuan

yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini,
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan ‘Peraturan Bupatl dan/atau
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Pasal 29
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal _31 Desember 2010M
25 Muharram 1431 H

|
BUPATI PIDIE JAYA, ¥

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
padatanggal 11 Januari 2011 M
6 Shafar  1432H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD - :

i LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011
NONIOR 8
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PENJELASAN

ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUS! RUMAH POTONG HEWAN

. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah y
dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli El
Daerah (PAD) khususnya disektor Pajak dan Retribusi |
Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan periu dibuat
dalam suatu Qanun.

2. Bahwa untuk mendukung Otonomi Daerah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pembiayaan Pemerintah
Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,
khususnya retribusi daerah pengaturannya perlu lebih
ditingkatkan lagi.

3. Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan biaya
pengolahan dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan,
maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah
Kabupaten perlu menetapkan tarif retribusi tersebut
kedalam Qanun.

" Ii. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8 '

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 10

. Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12 -
Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal16 .

- " Gukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas




Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
; Cukup Jelas |
] Pasal22 | .
i Cukup Jelas | :
| Pasal 23 {
l Cukup Jelas :
i Pasal 24 ; P
i Cukup Jelas ‘
| Pasal 25 -
Cukup Jelas
Pasal26 -
f Cukup Jelas '
s Pasal 27 '
i Cukup Jelas
{ Pasal 28
} 1 Cukup Jelas . ,
¢ Pasal 29 | '
i Cukup Jelas l
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